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BAB Il

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan analisis atas data yang diperoleh, dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan jamsostek di PT.Bengawan Cable Vision, ada yang sesuai
dan ada yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1992 Tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 8 ayat (2) huruf a, dan Keputusan Menteri
Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999, hal yang sesuai Yyaitu
PT.Bengawan Cable Vision mengikutsertakan pekerja/karyawan tetapnya
pada program-program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan
yang tidak sesuai PT.Bengawan Cable Vision tidak menjamin kecelakaan
kerja jika terdapat pekerja yang sedang magang/pekerja tidak tetap di
perusahaan ini dengan tidak mengikutkan jamsostek.

Hal ini tentu bersimpangan dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1992
Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 8 huruf a yang berisi ketentuan:
Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakan Kerja ialah magang dan
murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak,
dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 yang berisi
ketentuan: bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu
tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan dalam

program jaminan kecelakaan kerja dan kematian, lebih dari 3 (tiga) bulan
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wajib diikutsertakan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,

jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

. Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum/skripsi ini, maka penulis
ingin memberikan saran dan sekiranya dapat membantu dan berguna bagi
semua pihak, sebagai berikut :

1. Bagi pekerja magang, borongan, maupun harian yang bekerja kurang dari
tiga bulan sebaiknya tetap diberikan jaminan kecelakaan kerja dan
diikutsertakan dalam program jamsostek sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 8
huruf a dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-
150/MEN/1999, karena bagaimanapun berdasarkan teori risiko Kkerja,
pengusaha yang memberikan pekerjaan kepada buruh bertanggungjawab
penuh atas terjadinya resiko kecelakaan kerja, bukan karena kesalahan
atau kelalaiannya, tetapi karena setiap jenis pekerjaan itu memang selalu
mengandung resiko.

2. Sosialisasi tentang jamsostek diperusahaan-perusahaan perlu ditingkatkan

lagi.
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